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Perihal: Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 7104) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Nama : Abdur Rahman Aufklarung
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 02 November 2002
Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat . Jalan Raya Mojosari-Pacet, Dusun Ngudi RT. 01/RW.07, Desa
Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut Sebagai ............ocoiiiiiii PEMOHON |

Nama . Satrio Anggito Abimanyu
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 18 Januari 2003
Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia 4

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat . JI. Wijaya | GG. Langgar, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta
selatan

Selanjutnya disebut sebagai........ ..o PEMOHON II

Halaman 1 | dari 31



Nama . Irsyad Zainul Mutagin
Tempat/tanggal lahir : BD Makmur, 30 Oktober 2004
Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat . JI. Lebung Jembat Batu, Dusun V, RT 024/RW 005, Surya
Mataram, Marga Tiga, Lampung Timur, Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai..............coooiiiiiii PEMOHON Il
Nama : Bagus Putra Handika Pradana

Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 7 Juni 2004

Agama : Islam

Kewarganegaraan  : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JI. Diponegoro RT 002/RW 001, Grobogan, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai............cooooviiiiiii PEMOHON IV

Dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104) (Selanjutnya disebut UU 3/2025) [Bukti P-1]
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut
UUD NRI 1945) [Bukti P-2], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
(Selanjutnya disebut UU P3) [Bukti P-3], dan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Bukti P-4] dengan
alasan-alasan sebagai berikut:
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KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.

Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

‘“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945
yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut UU MK), yang menyatakan:

‘“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap
UUD NRI Tahun 1945”,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang
menyatakan:

‘“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa pengujian formil dilakukan ketika terdapat Undang-Undang yang
bertentangan dengan UUD NRI 1945 sesuai dengan Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang menyatakan:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai cakupan kewenangan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK 2/2021): Objek Permohonan PUU adalah undang-undang
dan Perppu;

Bahwa dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi berwenang menguiji
Pasal dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang
Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan
Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil
undang - undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang
menyatakan:

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil,
pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata
cara pembentukan peraturan perundang-undangan”

Bahwa terkait tolak ukur atau batu uji pengujian formil, Mahkamah pernah
menilai dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19],
halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor
001-021-022/PUU-1/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib
DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib
DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a
quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD NRI
1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR
tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan
terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-
Undang yang diharuskan oleh UUD NRI 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur
pengujian_formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI
1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada
pengujian formil karena UUD NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip
dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya.
Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian
secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang
undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural
itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka
peraturan perundang-undangan _itu dapat dipergunakan atau
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian
formil;”

Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil
yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON vyaitu Pembentukan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2025, tidak sesuai dengan pembentukan
undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

Bahwa artinya obyek pengujian formil yang dimohonkan oleh PARA
PEMOHON masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945,
Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal
29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
melakukan pengujian formil, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU No. 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU 7/2020), serta
diatur juga pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PMK 2/2021.

Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan pembatasan
waktu dalam pengajuan pengujian formil, yaitu paling lama 45 (empat
puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran
Negara. (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009,
Paragraf [3.34]).

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ditetapkan atau disahkan
pada tanggal 20 Maret 2025, kemudian baru diundangkan atau dimuat
dalam lembaran negara pada tanggal 26 Maret 2025. Apabila dihitung
45 hari sejak UU a quo diundangkan atau dimuat dalam lembaran negara
adalah tanggal 9 Mei 2025. Sementara Permohonan ini didaftarkan pada
tanggal 30 April 2025, artinya perkara a quo masih dalam tenggang waktu
45 (empat puluh) lima hari sejak UU a quo diundangkan in casu dimuat
dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam
Paragraf [3.34] Putusan Mahkamah konstitusi No. 27/PUU-VI1/2009.

Bahwa artinya Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON merupakan lingkup
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24
ayat (2), 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4)
UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (2) PMK 2/2021, dan masih memenuhi tenggat waktu 45 hari
berdasarkan Putusan MK 27/PUU-VII/20009.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi
Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2025 terhadap UUD NRI 1945.
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II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL
PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang diajukan sebagai pengujian formil, yaitu:

a. perorangan WNI;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Rl yang
diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik dan privat, atau;

d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
PMK 2/2021, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. Lembaga negara.

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang
menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu
pada Putusan MK No. 006/PUU-111/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, yakni apabila:

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI 1945.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

¢. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 [halaman 68] pada tanggal 16 Juni 2010,
berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada
pokoknya sebagai berikut:
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“Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara
serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak
diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain
perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-
Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung
dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan
pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan
syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah
diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama
sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang
disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.
Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada
hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-
Undang yang diajukan pengujian formil.”

Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat
(1) huruf ¢ PMK 2/2021, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

51  Pemohon | adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan
Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-5] yang beralamat di Jalan Raya
Mojosari-Pacet KM 5.6 Dsn. Ngudi, Ds. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo, Kab.
Mojokerto, Prov. Jawa Timur, yang aktif sebagai pemilih dalam pemilihan
presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif anggota
DPD, DPRD dan DPR vyang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada
pemilu serentak pada 14 Februari tahun 2024 [Bukti P-6] dan sekarang
merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang
dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-7]. Sebagai
mahasiswa, PEMOHON merupakan salah satu pendiri organisasi SC
(Study Club) Study of Constitutional Law Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (Selanjutnya disebut SCL FH Ull) sekaligus menjadi ketua
umum pertama di dalam organisasi a quo [Bukti P-8]. SCL FH Ull
berdasarkan AD/ART merupakan organisasi belajar independen yang
bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang aktif dalam
mengadakan kajian dan diskusi ilmu hukum tata negara serta isu-isu aktual
ketatanegaraan [Bukti P-8]. Pemohon juga sering terlibat dalam kegiatan
yang diselenggarakan oleh SCL FH Ull seperti: sebagai Pemantik dalam
forum Kajian dan Diskusi tentang “Tafsir Pasal 16 UUD NRI 1945:
Perubahan UU Wantimpres, Sudah Tepatkah?”, sebagai Moderator dalam
Kajian dan Diskusi tentang “Tinjauan Yuridis Putusan MA No. 23
P/HUM/2024  Terkait Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Berdasarkan Prinsip Konstitusionalisme”, sebagai Pemantik dalam Kajian
dan Diskusi tentang “Mengenal Sengketa Proses dan Sengketa Hasil
Dalam Pemilihan Umum serta Lembaga Penyelesaiannya”, dan sebagai
Moderator dalam Kajian dan Diskusi tentang “Mengenal Hak Interpelasi,
Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat DPR” [Bukti P-9].

5.2 Pemohon Il adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan
Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-5] yang berdomisili di JI. Wijaya 1
Gg. Langgar, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, serta aktif dalam pemilihan presiden
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5.3

5.4

dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif anggota DPD, DPRD
dan DPR yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu serentak
pada 14 februari tahun 2024 [Bukti P-6] dan sekarang sebagai mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan
dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-7]. dan sebagai
mahasiswa PEMOHON juga terlibat aktif dalam diskusi ketatanegaraan di
kampus dalam (Study Club) Study of Constitutional Law [Bukti P-10],
selain itu PEMOHON juga aktif dalam melakukan advokasi sosial terhadap
UU yang merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah
disahkan oleh DPR dengan melakukan Judicial Review uji materiil ke
Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan, sebagaimana PEMOHON
mengajukan permohonan pada perkara No.137/PUU-XII/2024 [Bukti P-
11] Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang meminta pemindahan hak
pilih/ Tempat Pemungutan Suara bagi perantau untuk diberikan akses hak
suara lintas kota, selain itu sekarang PEMOHON sedang melakukan
permohonan perempuan menjadi hakim konstitusi dalam perkara
No.27/PUU-XXII/2025 [Bukti P-12]Tentang keterlibatan  Hakim
Perempuan di Mahkamah Konstitusi akibat praktek diskriminasi pasif yang
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sejak awal berdiri dengan hanya
memberi ruang hakim konstitusi perempuan 1 pada setiap periode
pergantian.

Pemohon Il adalah perseorangan warga negara Indonesia Pemohon IV
adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk
Kependudukan [Bukti P-5] yang berdomisili di JI. Lebung Jembat Batu,
Dusun V, RT 024/RW 005, Surya Mataram, Marga Tiga, Lampung Timur,
Lampung. serta pemilihan anggota legislatif anggota DPD, DPRD dan DPR
yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu serentak pada 14
februari tahun 2024 [Bukti P-6] Dan sekarang sebagai mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan
dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-7] dan sebagai
mahasiswa, PEMOHON juga terlibat aktif dalam diskusi proses
ketatanegaraan di kampus dalam study club yang bernama Study
Constitutional Of law [Bukti P-10]

Pemohon IV adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan
Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-5] , bahwa Pemohon merupakan
mahasiswa yang mendalami ilmu hukum ketatanegaraan serta ingin
mengimplementasikan ilmu tersebut dengan mengamati sistem
ketatanegaraan di Indonesia.Pemohon yang berdomisili di JI. Diponegoro
Dusun Rt 002/ RW 001, Grobogan, Jawa Tengah, serta aktif dalam
pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif
anggota DPD, DPRD dan DPR yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
pada pemilu serentak di 14 februari tahun 2024 [Bukti P-6] Pemohon
merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa
[Bukti P-7]. dan sebagai mahasiswa PEMOHON mengikuti kegiatan Unit
Kegiatan Mahasiswa yang biasa disebut Forum Kajian dan Penulisan
Hukum (UKM), yang mana UKM tersebut merupakan Unit Kegiatan
Mahasiswa yang fokus pada diskusi hukum yang aktual dalam kehidupan
sehari-hari. Diskusi-diskusi yang ada dalam UKM tersebut dilaksanakan
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di lingkungan kampus dan di luar kampus. Pemohon juga aktif dalam
penelitian hukum yang berfokus pada hukum tata negara, dibuktikan
dengan keaktifan pemohon dalam Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)
[Bukti P-13] di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Di PSHK
pemohon aktif dalam melakukan penelitian dan diskusi yang mengkaji
dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia.

6. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum
(legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1

6.2

6.3

Bahwa Pemohon I-IV merupakan warga negara Indonesia sebagaimana

telah diuraikan sebelumnya maka, Pemohon secara konstitusional memiliki

hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, antara lain:

Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

Pasal 28F UUD 1945, menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.**)”

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
No. 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.8], yang mengatakan: “partisipasi
masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan
kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan
membangun masyarakat, bangsa, dan negara.”

Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 karena memiliki
hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya, selain para PEMOHON juga berhak untuk memperoleh,
memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
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7.

sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28F UUD NRI 1945,

Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum
(legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b dan huruf ¢ PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional yang

dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan kerugian Konstitusional
tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan
sebagai berikut;

7.1

7.2

7.3

7.4

Bahwa hak konstitusional PEMOHON | - IV atas jaminan persamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang diberikan oleh Pasal 27
ayat 1 UUD NRI 1945 menjadi dirugikan akibat tidak dipublikasikannya draf
RUU Perubahan Atas UU TNI [Bukti P-14], sehingga Para Pemohon tidak
dapat memanfaatkan akses untuk menyampaikan aspirasi dalam proses
pembentukan RUU a quo menjadi undang-undang. Sedangkan anggota
DPR yang berada dalam Komisi | dapat memanfaatkan akses untuk
menyampaikan aspirasinya dengan leluasa. Dalam arti, meskipun status
kedudukan secara khusus antara Para Pemohon dan anggota Komisi |
DPR berbeda, tetapi setidaknya kami berdua memiliki kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan akses hak yang
berbeda.

Bahwa hak konstitusional PEMOHON I-1V atas jaminan kepastian hukum
yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
menjadi dirugikan akibat diberlakukannya UU3/2025. Hal ini dikarenakan
proses pembentukan Undang-Undang a quo telah secara nyata tidak
mematuhi beberapa prosedur pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam UU P3.

Bahwa prosedur yang tidak dipatuhi oleh DPR dalam proses pembentukan

UU 3/2025 sebagaimana ditentukan dalam UU P3 meliputi:

a. Tidak adanya kemudahan untuk mengakses rancangan undang-
undang oleh masyarakat;

b. Minimnya partisipasi publik yang bermakna akibat sulithya akses
untuk mendapatkan draf rancangan undang-undang; dan

¢. Penyusunan naskah akademik tidak sesuai dengan standar teknik
atau metode yang ditetapkan.

Bahwa karena para Pemohon merupakan mahasiswa fakultas hukum yang
bergerak di bidang hukum tata negara serta aktif mengadvokasi isu-isu
ketatanegaraan di berbagai forum, maka dengan tidak dipatuhinya
prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana
telah diatur dalam UU P3 in casu pembentukan UU 3/2025 oleh DPR RI,
menjadikan para pemohon mengalami kerugian konstitusional atas
jaminan kepastian hukum yang adil in casu pembentukan undang-undang
yang tidak sesuai hukum positif.
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7.5

7.6

7.7

Bahwa hak konstitusional Pemohon I-IV untuk memperoleh informasi
menjadi dirugikan akibat tidak dipublikasikannya draf RUU Perubahan Atas
UU TNI yang menjadi cikal bakal UU 3/2025 selama proses pembahasan.
Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) diamanatkan bahwa setiap
rancangan undang-undang harus dapat diakses dengan mudah oleh
setiap masyarakat dengan tujuan setiap rancangan undang-undang yang
sedang dibahas mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat yang
terkait.

Bahwa selain tidak dipublikasikannya draf RUU Tentang Perubahan Atas
UU TNI, DPR dan Pemerintah juga tidak mempublikasikan salinan UU
3/2025, bahkan Pemerintah baru memberitahukan kepada masyarakat
setelah 22 hari sejak undang-undang a quo dimasukkan dalam lembaran
negara secara diam-diam.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti
PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ PMK 2/2021, yakni
adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual.

Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan
Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara
kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

8.1

8.2

8.2

Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah secara nyata tidak mematuhi
ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU
P3 yang merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945
sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Bahwa ketidakpatuhan DPR terhadap prosedur pembentukan peraturan
perundang-undangan menyebabkan PARA PEMOHON mengalami
beberapa kerugian konstitusional dengan tidak dapat memberikan
masukan baik secara lisan dan/atau tulisan kepada DPR terkait
pembentukan RUU TNI sebagaimana juga dijamin dalam peraturan DPR
RI Nomor Tahun 2020 Pasal 243 yang berbunyi: “Masyarakat dapat
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam
proses: a....... b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
Covernnnn d..oooeennnn. g

Bahwa dengan adanya kerugian konstitusional PEMOHON | - IV yang
terjadi akibat dari tidak dipublikasinya draf RUU Tentang Perubahan UU
TNI menyebabkan para pemohon yang merupakan mahasiswa menjadi
tidak dapat mendiskusikan RUU TNI secara pasti di dalam Unit Kegiatan
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Study
Constitutional Of law dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia) sebagai upaya pengawasan dan
pengoreksian atas proses pembentukan suatu undang-undang, yang pada
akhirnya hasil diskusi tersebut akan digunakan untuk memberikan
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10.

masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal
96 ayat (1) UU P3.

8.3  Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat
atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menjadi sangat jelas
dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional PEMOHON secara
langsung (aktual).

Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum
(legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan
tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara
keseluruhan di atas, maka dapat dipastikan apabila Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan ini, kerugian yang akan dialami oleh PEMOHON tidak
lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka
PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pengujian formil UU 3/2025. terhadap UUD NRI 1945, karena telah
memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan
syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2) PMK 2/2021.

lll. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA)

1.

Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok permohonan,
penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan Pembentukan Undang-
Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD NRI
1945[Bukti P-2]. Oleh karenanya Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa
ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang akan diatur
lebih lanjut dalam Undang-Undang yakni UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang -
undangan (Selanjutnya disebut UU P3) [Bukti P-3]. Artinya UUD NRI 1945 telah
mendelegasikan mekanisme konstitusional pembentukan peraturan perundang-
undangan kepada UU P3. Sehingga semua proses pembentukan peraturan
perundang-undangan harus tunduk pada UU P3 tanpa terkecuali.

Bahwa oleh karenanya sepanjang undang-undang mengatur mekanisme atau
formil-prosedural pada hakikatnya hal tersebut merupakan delegasi kewenangan
dari  konstitusi, maka undang-undang itu dapat dipergunakan atau
dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena
jika tolok ukur penguijian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI
1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil
karena UUD NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara
jelas aspek formil-proseduralnya. (vide Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009
Paragraf [3.19], halaman 82-83). [Bukti P-15]
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Bahwa dalam sejarah Mahkamah Konstitusi sejak berdiri hingga saat ini,
Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan perkara pengujian formil yakni
Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. [Bukti P-4]

Bahwa dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 [Bukti P-4], Mahkamah Konstitusi
telah menguraikan secara lengkap pembentukan undang-undang (law making
process) mulai dari paragraf [3.17.2] sampai dengan paragraf [3.17.8] yang
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang
terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii)
pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden,
serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait
dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan antara DPR dan
Presiden; (iv) pengesahan rancangan undang- undang menjadi undang-undang;
dan (v) pengundangan.

Bahwa UU P3 pasal 43 ayat (3) menyatakan: “Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”.

Kemudian menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (11) UU P3, Naskah Akademik
adalah: “Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian
lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan
kebutuhan hukum masyarakat”

Bahwa ketentuan Pasal 5 UU P3 menyatakan, “Dalam membentuk Peraturan
Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b.
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan
kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 UU P3 yang merupakan bagian tak
terpisahkan dengan UU P3 menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan asas
keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan
demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

Bahwa asas keterbukaan dimanifestasikan dalam bentuk transparansi proses
dengan tujuan supaya masyarakat dapat aktif terlibat dalam menyampaikan
aspirasinya (partisipasi publik yang bermakna), terutama bagi setiap masyarakat
yang memiliki kepentingan dengan materi muatan rancangan undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), (3), (4), dan (8) UU P3 yang
menyatakan:
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8.

a. Pasal 96 ayat (1):

‘Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan danlatau tertulis
dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Pasal 96 ayat (3):

‘“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang
perseorangan atau kelompok orang yang berdampak langsung dan/atau
mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.

c.  Pasal 96 ayat (4):

“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat”. [Bukti P-3]

Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan dalam Putusan Nomor
91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.8] bahwa:

“Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenubhi tiga
prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard);
kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan
ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang
diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan
bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki
perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang
dibahas [Bukti P-11]

Bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping harus
terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna, juga harus sesuai
dengan standar teknik atau metode yang telah ditetapkan sebagaimana diatur
pada Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (1) & (2) UU P3, yang selengkapnya
menyatakan:

a. Pasal 43 ayat (3): Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,
Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

b. Pasal 44:

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan
sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini [Bukti P-3]
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10.

11.

12.

13.

Bahwa dalam Putusan N0.91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], Mahkamah
Konstitusi juga menetapkan standar penilaian pengujian formil untuk memperkuat
syarat penilaian pengujian formil yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 79/PUU-XVII/2019 [Bukti P-16], yaitu:

a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-
undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas
rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang

b. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang

c. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan
dalam proses pembentukan undang-undang, dan

d. pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian materiil.

Bahwa Mahkamah juga menegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar
dimaksud dilakukan secara KUMULATIF. Dalam hal ini menurut Mahkamah
Konstitusi, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari
semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang
dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil
undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua
atau beberapa tahapan atau standar dari_semua tahapan atau standar
sepanjang kecacatan tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-
bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil
pembentukan undang-undang (vide. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020,
paragraf [3.17.9], halaman 393-394). [Bukti P-11]

Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menilai keabsahan
formalitas pembentukan undang-undang harus dilekatkan atau dikaitkan dengan
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana menurut
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVI11/2020, Paragraf [3.18.4],
halaman 412, yang pada pokoknya mengatakan UU No. 12 Tahun 2011
mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif, sehingga dengan
tidak terpenuhinya 1 (Satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU No 12 Tahun
2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU.

Bahwa melihat aturan proses pembentukan perundang - undangan di atas maka
UU 3/2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia telah terjadi kecacatan formil dari beberapa tahapan sebagai
berikut:

A. Proses pembentukan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut RUU TNI) tidak
transparan dan minim partisipasi publik.

14.

15.

Bahwa dalam keterangan di website DPR RI bagian Prolegnas Prioritas,
Pembahasan RUU TNI diserahkan kepada Komisi | pada Rapat Paripurna DPR
RI tanggal 18 Februari 2025 [Bukti P-17]. Meskipun, secara fakta berdasarkan
risalah rapat yang dipublikasi oleh DPR RI di website resminya, tidak ada agenda
penugasan kepada Komisi | untuk membahas RUU TNI [Bukti P-17].

Bahwa dalam website DPR RI di bagian Jadwal Agenda Komisi |, dapat ditemukan
bahwa Komisi | pertama kali melakukan rapat pembahasan RUU TNI ialah pada
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

tanggal 27 Februari 2025 [Bukti P-18]. Kemudian pada Rapat Paripurna DPR RI
Ke-15 pada tanggal 20 Maret 2025, DPR RI mengesahkan RUU TNI menjadi
Undang-Undang [Bukti P-19]

Bahwa melihat dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pembahasan
RUU TNI dimulai pada tanggal 27 Februari 2025 dan berakhir disahkan pada
tanggal 20 Maret 2025.

Bahwa mengingat sejak awal pembahasan RUU TNI hingga 2 hari pasca disahkan
(tanggal 22 Maret 2025) Draft RUU TNI sama sekali tidak dipublikasi oleh DPR RI
melalui website resminya [Bukti P-14]. Kemudian hal ini divalidasi oleh Wakil
Ketua Komisi 1 Dave Laksono dalam wawancara dengan Narasi TV, bahwa Draft
RUU TNI memang sengaja untuk tidak dipublikasi [Bukti P-20]

Bahwa pada tanggal 17 April 2025 Pukul 09.52 WIB, ditemukan dalam akun X
@PBHI_Nasional postingan berisi gambar salinan Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia telah diundangkan sejak tanggal 26 Maret 2025 [Bukti P-21]. Kemudian
di hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB beberapa media informasi resmi
memberitakan hasil wawancara wartawan dengan Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneqg) Prasetyo Hadi yang baru saja dilakukan yang menyatakan bahwa
Undang-Undang TNI hasil revisi telah diundangkan oleh presiden sejak sebelum
lebaran (31 Maret 2025) tanpa menyebutkan tanggal pengundangannya. [Bukti
P-22]

Bahwa tindakan DPR RI dengan tidak mempublikasi atau menyebarluaskan draf
RUU sejak tahap pembahasan hingga pengesahan in casu RUU TNI, jelas
bertentangan dengan pasal 5 huruf g UU P3 terkait asas keterbukaan yang
kurang lebih menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan peraturan
perundang-undangan harus transparan dan terbuka.

Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan partisipatif
memiliki dua indikator yakni proses yang tertib hukum dan substansi yang
responsif. Proses yang tertib hukum mencakup mekanisme dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan dan
terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau menyampaikan
aspirasinya. Berkaitan dengan proses pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan harus bersifat transparan dan terbuka, dalam Pasal 88 ayat (1) UU P3
menyatakan bahwa: “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak
penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan
rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang”. ( Putusan
No. 91/PUU-XVIII/2020: him. 170).

Bahwa jika mengutip pendapat Victor Immanuel dalam bukunya berjudul “limu
Perundang-undangan” (2017), keberadaan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari fungsinya, yang di antaranya
adalah: 1) Untuk mencegah peraturan perundang-undangan sekedar sebagai
produk politik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif; dan 2) Untuk menjamin
agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dipahami
dengan baik oleh mayoritas khalayak yang dituju. Kemudian, dalam buku tersebut
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juga dipaparkan pendapat menurut Lon Fuller bahwa asas dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagai internal morality of law salah satunya
adalah Asas publisitas yakni, setiap peraturan perundang-undangan harus
diumumkan agar diketahui oleh seluruh subjek hukum.

Bahwa keterbukaan dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan
informasi sebagai sarana mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi: setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam artian, hak
konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi terkait draf rancangan
undang-undang in casu RUU TNI menjadi tidak terpenuhi akibat tidak
dipublikasikannya draf tersebut hingga tahap pengesahan. [ Putusan No.
91/PUU-XVIII/2020 Paragraf 3.18.13]

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam
pengujian Formil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah
menjelaskan bahwa berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan
terungkap fakta bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang
partisipasi kepada masyarakat dengan maksimal. Terlebih lagi naskah akademik
dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap
draf rancangan undang-undang harus tersedia untuk memudahkan
masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. [Paragraf
3.18.4]

Bahwa selain melanggar asas keterbukaan, tindakan DPR di atas juga melanggar
pasal 96 ayat (1) dan (4) UU P3 yang kurang lebih menegaskan bahwa
masyarakat berhak memberikan masukan atau menyampaikan aspirasi terhadap
setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk
memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terhadap setiap
RUU yang dibahas, maka setiap RUU harus dapat dengan mudah diakses oleh
setiap masyarakat.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020,
partisipasi masyarakat pada suatu pembentukan undang-undang mempunyai
tujuan, yaitu untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective
intelligence) yang mampu memberikan analisis lebih dalam dan hasil yang
maksimal pada proses legislasi, (i) membangun kebiasaan lembaga legislatif
yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam
mengambil keputusan, (i) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and
confidence) warga negara kepada lembaga legislatif, (iv) memperkuat legitimasi
dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama dalam setiap
keputusan dan tindakan, (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding)
terkait peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara, (vi) memberikan
kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk
mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan
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parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent)
[3.17.8]

Bahwa melihat kembali dalam teori menurut konsepsi Ferguson sebagaimana
dikutip oleh Idul Rishan dalam Jurnal Konstitusi (Vol. 8, No. 1, Maret 2021)[Bukti
P-23] tentang teori investasi politik, dikatakan bahwa negara sering Kkali
dikendalikan oleh koalisi investor sehingga kebijakan legislasi cenderung dikuasai
oleh pebisnis, maka dari itu pembentukan peraturan perundang-undangan perlu
didasari dengan proses yang tertib dan taat hukum. Dalam hal ini keterbukaan
pembentukan RUU TNI dengan cara mempublikasikan draf RUU TNI sebagai
salah satu tahapan yang diperintahkan oleh undang-undang agar masyarakat luas
dapat mengawasi dan menyampaikan aspirasinya menjadi sangat penting.

Kemudian mengutip kembali teori dalam buku yang berjudul “het wetsbegrip en

beginselen van behorlijke regelgeving” I.C Van Der Vlies membagi asas-asas

dalam pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behorlijke

regergeving) ke dalam asas-asas yang formal, yaitu sebagai berikut:

a. Asas tujuan yang jelas (beginselen van duidelijke doelstelling), Setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang
jelas yang hendak dicapai.

b. Asas organ atau lembaga yang tepat (beginselen van het juiste orgaan), Setiap
jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak
berwenang.

c. Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheides beginsel), Asas yang bisa
melakukan pengaturan dalam sebuah peraturan yang akan ditegakkan agar
bisa berjalan sesuai dengan tujuannya.

d. Asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid), Setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan
efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik
secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas konsensus (het beginseel van consensus), yakni adanya kesepakatan
rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang
ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan dalam Putusan
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.8] bahwa: “Partisipasi masyarakat
yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu:
pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak
untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak
untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right
to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok
masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern)
terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas
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Bahwa selain tindakan DPR yang tidak transparan dalam proses pembentukan
RUU TNI hingga tahap pengesahan seperti yang dijelaskan sebelumnya, Presiden
juga melakukan tindakan yang tidak transparan dalam mengundangkan RUU TNI
yang telah disahkan bersama dengan DPR menjadi sebuah UU.

Bahwa keabsahan gambar salinan dokumen UU 3/2025 yang diposting oleh akun
media sosial X @PBHI_Nasional pada tanggal 17 April 2025 )[Bukti P-21]menjadi
masuk akal apabila dikaitkan dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara di hari
yang sama yang mengatakan bahwa UU TNI hasil revisi memang sudah
diundangkan sejak sebelum lebaran yakni di antara tanggal 20 sampai 27 Maret
2025. Oleh karenanya kami menganggap salinan dokumen Undang-Undang a quo
yang tersebar di media sosial adalah dokumen asli yang dimiliki oleh pemerintah.
Dalam artian UU 3/2025 telah resmi berlaku selama 22 hari tanpa
sepengetahuan masyarakat.

Bahwa pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang telat menginformasikan atas
diundangkannya RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang ke
dalam lembaran negara, menimbulkan kerugian bagi para Pemohon dalam
merancang waktu untuk menyusun permohonan pengujian formil yang menurut
Putusan MK adalah 45 hari sejak dimuat dalam lembaran negara sebagaimana
dinyatakan “Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan
pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil Undang-Undang, yaitu
paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam
Lembaran Negara” (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VI1/2009,
Paragraf [3.34]) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021
menyatakan “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari
sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia”,

Bahwa mengingat kembali penjelasan asas keterbukaan dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi seluruh tahapan
pembuatan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali tahapan
pengundangan.

Bahwa mengingat kembali pemaparan di atas jika dikaitkan dengan penilaian
akumulatif Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020
(paragraf [3.17.9], halaman (394) menyatakan “......jikalau minimal satu tahapan
atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar
yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam
pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan
apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari
semua tahapan atau standar......” dan lebih lanjut mengutip penjelasan di atas
poin 8 dari amanat Mahkamah Konstitusi kembali pada putusan perkara yang
sama, Mahkamah memberikan pandangan,....dalam menilai keabsahan formalitas
pembentukan undang-undang harus dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana menurut mahkamah pada
paragraf [3.18.4], halaman 412, yang pada pokoknya mengatakan UU No 13
Tahun 2022 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif, sehingga
dengan tidak terpenuhinya 1 (Satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU No 13
Tahun 2022 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU.
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B. Naskah Akademik RUU TNI yang tersebar di kalangan masyarakat tidak sesuai
dengan metode penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU P3.

33.

34.

35.

36.

37.

Bahwa melihat naskah akademik yang tersebar di kalangan masyarakat melalui
berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-080932-3747.pdf )[Bukti P-
24] memiliki keterangan diterbitkan per bulan Mei 2024, kemudian pembahasan
RUU TNI yang didelegasikan kepada komisi | pada tanggal 18 Februari 2025
melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan Il Tahun 2024 — 2025

Bahwa mengingat DPR sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tugas
legislasi memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan naskah akademik atau
sekurang - kurangnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,
sebagaimana UU P3 Pasal 96 ayat (4) yang menyatakan: “Untuk memudahkan
masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan,
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”

Melihat interpretasi gramatikal hukum dalam pasal di atas menggunakan kalimat
penghubung “dan/atau” yang memiliki arti kedua berkas draf RUU dan naskah
akademik atau minimal salah satu berkas dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat.

Bahwa melihat waktu proses pembentukan RUU TNI sejak didelegasikan ke
komisi | pada tanggal 18 Februari 2025 sampai pengesahan pada tanggal 20
maret 2025, berkas yang tersebar dan dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat hanyalah naskah akademik melalui
berkas.dpr.qgo.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-080932-3747.pdf maka, kami
menganggap naskah akademik ini merupakan pertanggungjawaban DPR RI
dalam menjalankan tugas menyebarluaskan salah satu dari kedua berkas antara
draf RUU TNI dan/atau Naskah Akademik RUU TNI.

Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan (2) UU P3 dikatakan bahwa penyusunan
Naskah Akademik harus sesuai dengan teknik atau metode yang telah
ditetapkan dalam Lampiran | UU P3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari UU a quo, sebagaimana berikut:

Lampiran |

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB | PENDAHULUAN

Keterangan

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi
masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian

BAB Il KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
Keterangan

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik,
perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan
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negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi,
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis
terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang
kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang
berasal dari hasil penelitian

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam
Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat
dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

BAB Il EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
TERKAIT

Keterangan

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang Undangan terkait yang
memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan
Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi
secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan
yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku
karena tidak bertentangan dengan Undang Undang atau Peraturan Daerah yang
baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk
mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan
diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.
Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan
Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari
penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan
yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
Keterangan

C. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan
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dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum vyang berkaitan dengan
substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-
Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang
sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis
peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya
lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya
memang sama sekali belum ada.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Keterangan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi
muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab
ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang
akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada
ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya
mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan
frasa;

B. materi yang akan diatur;
C. ketentuan sanksi; dan
D. ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Keterangan

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.
A ...

B. Saran -Saran memuat antara lain:

Bahwa melihat substansi Naskah Akademik RUU TNI dapat disimpulkan bahwa
penyusunannya tidak sesuai dengan standar teknik atau metode penyusunan
naskah akademik sebagaimana dipaparkan di atas, dengan penjelasan
sebagaimana berikut:

Bahwa di dalam BAB Il huruf B tentang Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang
Berkaitan dengan Norma Naskah Akademik RUU TNI hanya mengatakan bahwa
asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dan materi muatan
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yang harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar
penyusunan naskah akademik, sebagaimana berikut:

Adapun secara pokok, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini
berpedoman dan merujuk pada asas-asas dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagai berikut:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

0. keterbukaan.

Selain itu, pada undang-undang dimaksud telah ditentukan pula bahwasannya
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhineka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j- keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dikarenakan materi muatan ini terkait peran prajurit aktif TNI pada
kementerian/lembaga negara serta batasan usia masa dinas prajurit TNl maka
asas-asas/prinsip-prinsip yang terkait dengan materi muatan tersebut juga turut
menjadi dasar dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

40. Bahwa jika mengacu pada teknik penyusunan naskah akademik, BAB II huruf B

41.

seharusnya berisi analisis terhadap asas-asas yang berkaitan yang ditentukan
sebagai dasar materi muatan dalam rancangan undang-undang yang akan
dibentuk. Sedangkan dalam BAB Il huruf B Naskah Akademik RUU TNI sekedar
mengatakan bahwa asas-asas materi muatan yang ada di dalam Pasal 6 UU P3
adalah asas yang dijadikan dasar dari materi muatan RUU TNI tanpa ada
landasan analisis penentuannya.

Bahwa pada BAB Il huruf C tentang Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan,
Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi hanya dijelaskan bahwa:
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terdapat 2 (dua) obyek kajian dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Kedua
obyek kajian itu, yaitu: peran prajurit aktif TNl pada kementerian/lembaga lain serta
batasan usia masa dinas prajurit TNI. Terkait dengan peran prajurit TNI pada
kementerian/lembaga lain, selama ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU
TNI. Prajurit aktif TNI dapat diperbantukan pada: kementerian koordinator bidang
politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer Presiden,
intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan
nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah
Agung. Selain itu, beberapa prajurit aktif TNI antara lain juga dapat diperbantukan
pada kementerian kelautan dan perikanan, staf kepresidenan, badan nasional
penanggulangan terorisme, badan nasional penanggulangan bencana, badan
nasional pengelolaan perbatasan, kejaksaan agung, serta kementerian/ lembaga
lainnya atas kebijakan Presiden. Terkait dengan batasan usia masa dinas prajurit
aktif TNI paling tinggi usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan
tamtama, batasan usia tersebut sudah tidak relevan lagi. Apalagi jika hal ini
dibandingkan dengan batasan usia bagi anggota Polri dan juga pegawai ASN.
Batasan usia masa dinas prajurit TNI perlu diubah dan diperpanjang demi
optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI, memberikan jaminan
kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI, serta memberikan keadilan dan
perlakukan yang sama dihadapan hukum kepada para prajurit TNI

Bahwa melihat teknik penyusunan naskah akademik, BAB Il huruf C seharusnya
menyajikan data empiris terkait praktik penyelenggaraan undang-undang dan
permasalahan yang dihadapinya di lapangan. Sedangkan dalam naskah akademik
RUU TNI sama sekali tidak menjelaskan data empiris atau gambaran praktik di
lapangan para prajurit TNI aktif yang menduduki 10 jabatan sipil selama 20 tahun
terakhir, tetapi hanya memaparkan data normatif pasal 47 ayat (2) UU TNI yang
selama ini berlaku. Kemudian dalam kaitannya dengan batasan usia masa dinas
prajurit TNI yang dianggap sebagai permasalahan, juga tidak dijelaskan sama
sekali alasannya perubahan penambahan umur prajurit TNI aktif selain
membandingkan dengan usia pensiun Polri.

Bahwa melihat dalam naskah akademik RUU TNI Bab Il huruf D pada bagian
paragraf empat yang membahas tentang implikasi terhadap keuangan negara
hanya memuat sebagai berikut “implikasi penerapan sistem baru terkait perubahan
dan perpanjangan batasan usia masa dinas prajurit TNl berdampak pada
penambahan beban keuangan negara. Untuk itu perlu diantisipasi secara bijak
akibat penambahan beban keuangan negara dimaksud. Sebelum disahkan,
pembentuk undang-undang harus cermat menelaah dan mensimulasikan segala
kemungkinan dari implikasi penerapan sistem baru dimaksud. Termasuk
mempertimbangkan aspek kepangkatan dan beban kerja yang dimiliki oleh prajurit
aktif TNI” . Penejalasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU P3
Lampiran | penjelasan Bab Il huruf D tentang Kajian terhadap implikasi penerapan
sistem baru.......... terhadap aspek beban keuangan negara yang
mengharuskan adanya kajian atas implikasi, hal ini sebagaimana merujuk
pada penjelasan UU No. 13 Tahun 2022 yang merupakan revisi dari UU No. 12
Tahun 2011 pada penjelasan ketentuan umum yang merupakan tindak lanjut dari
Putusan No 91/PUU-XVIII/2020 juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang
perlu disempurnakan antara lain;

[+ TR Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab
Il huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan
diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan
masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian
tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu,
antara lain metode Regulatory Impact Analgsis (RIA) dan metode Rule
Opportunity, Capacity, Interest, Proess, and Ideologg (ROCCIPI)”

Hal ini menjadikan sebuah naskah akademik dalam implikasi terhadap keuangan
negara harus memuat kajian yang berdasar atau di dukung oleh dua metode
yakni metode Regulatory Impact Analgsis (RIA) dan metode Rule Opportunity,
Capacity, Interest, Proess, and ldeologg (ROCCIPI), sehingga ketentuan dalam
RUU TNI yang sekedar mendeskripsikan perubahan masa usia dinas prajurit aktif
TNI dan berdampak pada keuangan negara tidak dapat diterima sebab tidak
sesuai dengan UU P3 sebagaimana dijelaskan di atas.

Bahwa melihat Lampiran | UU P3 terkait teknik penyusunan naskah akademik
RUU, di dalam BAB Il tentang Evaluasi dan Analisis Perarturan Perundang -
Undangan mengamanatkan adanya harmonisasi vertikal dan horizontal dalam
naskah akademik, artinya setiap naskah akademik harus menganalisis peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan untuk mencegah terjadinya tumpang
tindih pengaturan dengan UU yang akan dibentuk. Namun dalam Naskah
Akademik RUU TNI yang tersebar kepada masyarakat, dalam BAB Il Evaluasi
dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan hanya menjelaskan harmonisasi
hubungan secara vertikal yakni: UUD NRI 1945 pasal 20, pasal 21 tentang
kekuasaan DPR dalam membentuk UU,Pasal 30 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5)
tentang keamanan dan pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia,
Ketetapan MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak menjelaskan harmonisasi
hubungan RUU TNI secara horizontal. Padahal di dalam UU TNI terdapat norma
yang menyangkut beberapa lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung
dan Kejaksaan Agung, di mana kedua lembaga tersebut merupakan lembaga
peradilan, sehingga analisis terhadap UU Kejaksaan Agung, UU Mahkamah
Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman perlu dilakukan untuk menghindari
terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bahwa di dalam BAB IV huruf C tentang Landasan Yuridis Naskah Akademik
RUU TNI hanya dijelaskan bahwa: UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua
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puluh) tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika
pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum, UU
TNI masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif
TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan memperhatikan
berbagai kebutuhan hukum yang ada.

Bahwa jika mengacu pada standar teknik penyusunan naskah akademik BAB IV
huruf C, landasan yuridis setidaknya harus menggambarkan pertimbangan atau
alasan secara komprehensif bahwa peraturan yang dibentuk diperlukan untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Sedangkan, jika melihat landasan yuridis dalam Naskah Akademik RUU TNI,
dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan selama masa berlakunya UU TNI
(20 tahun) yang meskipun secara umum dikatakan masih adaptif, tidak dijelaskan
dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan apa saja yang memengaruhi
materi UU TNI selama masa berlakunya tersebut, dan bagian mana saja yang
dianggap masih adaptif. Kemudian, terkait ketentuan peran prajurit aktif TNI dan
batasan usia prajurit TNI yang perlu disesuaikan juga tidak dijelaskan sama sekali
alasannya, serta pertimbangan hukum apa saja yang dijadikan perhatian sebagai
landasan penyesuaiannya.

Bahwa melihat Lampiran | UU P3 terkait teknik penyusunan naskah akademik
RUU, di dalam Bab V tentang Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang
Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan agar setiap naskah
akademik harus memuat ruang lingkup materi muatan RUU yang akan dibentuk
yang terdiri atas: ketentuan umum rumusan akademik mengenai pengertian istilah
dan frasa, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi (apabila ada), serta ketentuan
peralihan. Oleh karenanya setiap norma perubahan yang akan diatur dalam RUU
harus memuat minimal 3 poin tersebut. Sedangkan jika melihat Naskah Akademik
RUU TNI yang tersebar kepada masyarakat hanya memuat keterangan sebagai
berikut:

Materi muatan RUU memuat materi perubahan dalam Pasal 47 dan Pasal
53 UU TNI. Di samping itu, dimuat juga ketentuan mengenai tugas
pemantauan dan peninjauan atas UU TNI ini oleh DPR melalui alat
kelengkapan yang menangani bidang legislasi. Rumusan materi muatan
perubahan Pasal 47, Pasal 53, dan tugas pemantauan dan peninjauan UU
TNI sebagaimana dimuat dalam rancangan undang-undang tentang
perubahan atas UU TNI.

Melihat ketentuan yang dipaparkan dalam materi muatan Naskah akademik RUU
TNI hanya mengatakan pasal perubahan yang akan diatur, dan tidak ada
penjelasan minimal mengenai:

I.  Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai istilah dan frasa
materi muatan yang akan diubah. Dalam hal ini RUU TNI mengubah
ketentuan Pasal 47 dan Pasal 53, maka seharusnya dalam materi muatan
menjelaskan pengertian Pasal 47 terkait batasan usia masa dinas prajurit
TNI dan pengertian Pasal 53 tentang kedudukan TNI dalam jabatan sipil
secara akademik.
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Materi yang akan diatur. Pada bagian ini materi yang akan diatur dalam
RUU harus dijelaskan secara komprehensif tanpa terkecuali, karena pada
dasarnya naskah akademik merupakan landasan ilmiah di balik norma
yang akan dituangkan dalam RUU yang akan dibentuk. Kemudian jika
merujuk pada poin | maka materi tentang perubahan batasan usia masa
dinas prajurit TNI seharusnya dijelaskan secara komprehensif, seperti
apakah berlaku untuk semua golongan prajurit TNI atau terdapat
pembagian golongan usia pensiun berdasarkan pada pangkat yang
diemban. Selain itu materi muatan tentang penambahan
kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif juga harus
dijelaskan secara komprehensif, seperti kementerian/lembaga mana saja
yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI, serta apa landasan ilmiahnya.

Ketentuan sanksi, melihat perubahan muatan materi yang diubah dalam
naskah akademik RUU TNI hanya memuat ketentuan batasan usia masa
dinas prajurit TNI dan penambahan kementerian/lembaga yang dapat
diduduki, maka dapat disimpulkan memang tidak perlu ada norma sanksi
dalam RUU TNI.

Ketentuan peralihan. Jika melihat materi muatan baru dalam RUU TNI
mengatur batasan usia masa dinas prajurit TNl dan penambahan peran
prajurit aktif TNI aktif pada kementerian/lembaga, maka ketentuan
peralihan dalam pengaturan batasan usia masa dinas perlu untuk
dijelaskan, karena dapat dipastikan semua prajurit TNI memiliki usia yang
berbeda-beda sehingga pemberlakuannya perlu disesuaikan dengan
kondisi usia tersebut.

48. Bahwa selain substansi dalam beberapa Bab dan Subbab Naskah Akademik RUU

49.

TNI yang tidak memenuhi standar metode pembentukan naskah akademik
sebagaimana diatur dalam UU P3, secara umum substansi Naskah Akademik a
quo juga tidak menjangkau keseluruhan materi muatan baru yang diatur dalam
RUU TNI yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR bersama Presiden pada
tanggal 20 Maret 2025.

Bahwa apabila Naskah Akademik RUU TNI dikorelasikan dengan substansi RUU
TNI yang telah disahkan dapat ditemukan bahwa ada beberapa materi muatan
baru yang sama sekali tidak dibahas dalam naskah akademik secara keseluruhan,
dengan keterangan sebagai berikut:

> Sebelum revisi:

Pasal 3 ayat (2) UU No 34 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi,
TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan”

> Perubahan:

Pasal 3 ayat (2) UU 3/2025 yang berbunyi:
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“Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang
berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam
koordinasi Kementerian Pertahanan”

» Penambahan 2 kewenangan UU 3/2025
Pasal 7 ayat (2) angka 15 dan 16 yang berbunyi :
15. “membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber;

16. “membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta
kepentingan nasional di luar negeri.

» Penambahan 1 norma UU 3/2025
Pasal 8 ayat (2) UU yang berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

» Penambahan 1 norma UU 3/2025
Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

» Penambahan 1 norma UU 3/2025
Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

50. Bahwa melihat pemaparan perubahan materi yang terjadi dalam RUU TNI

ol

sebagaimana penjelasan di atas tidak mencerminkan urgensi perubahan materi
yang merujuk pada naskah akademik sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi
No 91/PUU-XVI1/2020 pada pertimbangan [3.17.3] ;

“Perihal rancangan undang-undang dimaksud, pengusulannya harus disertai
dengan Naskah Akademik (NA). Secara substantif, NA minimal memuat, yaitu:
dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) diperlukannya usulan suatu
undang-undang atau revisi suatu undang-undang. Dengan penjelasan
dimaksud, masyarakat dapat mengetahui implikasinya dalam penyelenggaraan
negara atau pemerintahan jika substansi rancangan undang-undang yang
diusulkan tidak diakomodasi menjadi undang-undang. Selain penjelasan
dimaksud, NA harus pula memuat atau disertai lampiran draf usulan
rancangan undang-undang yang substansinya mencerminkan urgensi yang
dikemukakan dalam NA.”

Sehingga setiap materi muatan yang tercantum dalam RUU termasuk RUU TNI
harus bersumber dari naskah akademik agar masyarakat mengetahui urgensi atas
implikasi yang mengharuskan dilakukannya sebuah perubahan, tetapi hal tersebut
tidak didapati dalam Naskah Akademik RUU TNI yang tersebar kepada
masyarakat, sehingga menjadikan Naskah Akademik a quo secara nyata
menyalahi pertimbangan mahkamah dalam putusan No 91/PUU-XVII/2020.

Bahwa berdasarkan pemaparan di atas menjadikan naskah akademik RUU TNI
yang tersebar melalui link berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-
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080932-3747.pdf secara nyata tidak memenuhi standar teknik atau metode
penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU P3.

Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi pernah menjelaskan terkait kebijakan
hukum terbuka bagi pembentuk UU sebagaimana dalam Putusan No 3/PUU-
VII/2009 Pendapat Mahkamah [Paragraf 3.16] huruf d: [Bukti P-25]

Bahwa untuk menilai konstitusional tidaknya kebijakan PT yang tercantum dalam
Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tersebut, kiranya perlu ditelaah lebih dahulu
ketentuan normatif tentang Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945
sebagai berikut: Ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Ayat (2): “Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Ayat (3): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai
politik.” Ayat (4): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Ayat (5): “Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri.” Ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur
dengan undang-undang.” Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut menunjukkan
bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu
dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; ¢) tujuan Pemilu untuk
memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta
Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan
peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e)
penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, ketentuan selebihnya yang
berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan,
syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945
didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam
undang-undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy)
pembentuk Undang-Undang, sudah barang tentu sepanjang tidak
menegasikan prinsip-prinsip_yang terkandung dalam UUD 1945, seperti
prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non
diskriminasi;”

Kemudian Mahkamah telah menjelaskan lebih lanjut terkait batasan kebijakan
hukum terbuka bagi pembuat UU yakni harus berdasarkan pada metode dan
argumen  yang memadai sebagaimana Putusan No. 116/PUU-XXI/2023
pertimbangan [3.18] )[Bukti P-26]“Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penentuan besaran angka atau
persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode
dan__argumen _vyang _memadai, secara nyata telah menimbulkan
disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR
dengan suara sah Secara nasional.” Pertimbangan [3.19] “Menimbang bahwa
sekalipun Mahkamah telah menyatakan dalil Pemohon yang pada pokoknya
menghendaki ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase
ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan
argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami namun Mahkamah tetap
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pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau
persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka
pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan
dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisir
disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR,
sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik.

Bahwa melihat pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 116/PUU-XXI1/2023
dapat disimpulkan bahwa sekalipun kebijakan hukum terbuka merupakan
kewenangan penuh pembentuk undang-undang, tetap harus berdasarkan pada
metode dan argumen yang memadai. Dalam hal ini materi Naskah Akademik RUU
TNI juga merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tetapi,
sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa materi dalam Naskah Akademik tidak
sesuai dengan metode dan standar teknik penyusunannya, maka secara logis
materi Naskah Akademik RUU TNI juga tidak memiliki argumentasi yang memadai.

Bahwa melihat pemaparan 2 subbab A dan B yang menjelaskan tidak transparansi
dan minimnya partisipasi publik dalam pembentukan RUU TNI dan
ketidaksesuaian penyusunan naskah akademik berdasarkan metode yang
ditetapkan dalam UU P3, maka kembali mengutip penilaian akumulatif Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (paragraf [3.17.9], halaman
(394) menyatakan “......jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak
terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah
undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya,
cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan
dari semua atau peberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau
standar......” sehingga dapat disimpulkan bahwa UU 3/2025 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
cacat secara formil.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON
memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili

pe

Lo

no

rmohonan ini untuk berkenan memutus:

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai ketentuan hukum
mengikat.

Menyatakan ketentuan norma baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Halaman 30 | dari 31






